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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR |/ TAHUN 2017
TENTANG

ZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK IT) AZ-ZIYAAD
DESA BANTARUJEG KECAMATAN BANTARUJEG KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
(TK IT) AZ-ZIYAAD Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg Kabupaten
Majalengka Nomor O01/TKITAX/2016 tanggal 5 Okiober 2016 perihal
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarujeg Nomor 800/2041_UPTD
Pendidikan tanggal 7 Okiober 2016 serta berdasarkan hasil verifikasi
Administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan b serta sesuai dengan
ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT)
AZ-ZIYAAD Desa Bantarujeg Kecamalan Bantarujeg Kabupaten Majalengka

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
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Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana felah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
lenfang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157):

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Safuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Uuisan Pemeriniah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupalen Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupalen Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN ..........
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:  Membenkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman

Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) AZ-ZIYAAD Desa Bantarujeg Kecamatan

Bantarujeg Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaali Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang beriaku.

3. Penyelenggara berkewajiban menyampaikan laporan ferfulis mengenai
perkembangan lembaga setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka;

4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syaratkelancaran berdirinya
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidik
menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

: lzin sebagaimana dimaksud dalam dikium KESATU berlaku selama memenuhi

ketentuan dan dievaluasi sefiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan-kelentuan pelaksanaan penyelengaraan Taman Kanak-Kanak (TK)
tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabut.

. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Majalengka Nomor 114 TAHUN 2013 tanggal 23 Juli 2013 dicabut dan
dinyatakan fidak berlaku.

. Kepulusan ini berlaku sejak tanggal diletapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian han ferdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan
perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal | Felrunr 2017

Majalengka;
Direktur Pembinaan PAUD Ditien PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
Yih. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarujeg.



